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ABSTRAK  

Perjanjian menimbulkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian terbagi 

menjadi dua yakni perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian pinjam nama 

disebut dengan istilah perjanjian nominee termasuk dalam perjanjian tidak bernama 

yang dibuat atas dasar kepercayaan dari para pihak. Pada umumnya di Indonesia 

perjanjian pinjam nama digunakan sebagai upaya kepemilikan hak milik atas tanah 

oleh WNA dengan menggunakan nama WNI yang sebenarnya tanah tersebut 

merupakan milik WNA. Namun perjanjian pinjam nama pada perspektif asas 

kebebasan berkontrak tetap memiliki pembatasan yaitu keabsahan nya mengikat 

dari Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjam nama di Indonesia terhadap asas 

kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dan mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam nama dalam 

perjanjian jual beli tanah sebagai upaya hak milik. Metode pendekatan yang penulis 

gunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif sebagaimana dalam penambahan 

data penelitian dilakukan wawancara dengan 3 (tiga) Notaris di Kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan, perjanjian yang lahir karena asas kebebasan 

berontrak salah satunya adalah perjanjian pinjam nama, akan tetapi pembuatan 

perjanjian pinjam nama tetap harus sesuai dengan hukum di Indonesia yaitu 

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sehingga upaya WNA memperoleh hak 

milik atas tanah dengan melakukan jual beli berdasarkan perjanjian pinjam nama. 

Perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat objektif Pasal 1320 

KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal dan melanggar Pasal 21 UUPA bahwa 

kepemilikan dan penguasaan tanah hak milik hanya dimiliki oleh WNI sedangkan, 

dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak sangat lemah sebab perjanjian 

pinjam nama mengenai penguasaan atas tanah belum terdapat pada peraturan di 

Indonesia. 

Kata kunci: asas kebebasan berkontrak, perjanjian pinjam nama, 

perlindungan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


